PE
RI;\TURI\N BUPATI BANYUMAS
OMORSY TAnuN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

yenimbang - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99
ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108
ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten
Banyumas, perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati
tentang Petunjuk  Pelaksanaan dan Tata  Cara

" Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

\ 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

o
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4. Undang-u
g ndﬂﬂg Nomor 32 'l'ahun 2004

tentan "

chubﬁk p‘::‘;”mﬁhan Daerah  (Lembaran Negara
Ones;j

Tambahan Lcmba:m Tahun 2004 Nomor 125,

Nomor 4437)  sebagai Negara Republik Indonesia
kali terakhir 4 galmana {elah diubah beberapa
Tahun 2008 °fgan  Undang-Undang Nomor 12
Undang-Und ‘entang  Perubahan Kedua Atas

N8 Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Pemerinta

Indon "‘han Dacrah  (Lembaran Negara Republik

Lembesm Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

£ Un-dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Venetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

.. Daerah adalah Kabupaten Banyumas

! Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagai unsur

Penyelenggara pcmerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas:

ikasi dan Informatika
an, Komunikasl
perhubungan,

Dinas adalah Dinas
lmk’upalten Banyumas.

b
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o

10.

1L.

Kepald Dinas adalah Kepalg D

. ' i . 1
mfummllku Kabupaten B““Yuma nag Pcrhubungan, Komunikasi dan
8,

ribusi  Pengendalig Y
R-Ncbut Retribusi ﬂdnl?l Menarg Telekomunikas; yang selanjutnya
dis 1 Retribyyg; J :
Jalam Peraturan Daepg) 488 Umum sebagaimana diatur

: NOmor ;
Jasa Umum Di Kabupaten Ban)mma;g Tahun 201) tentang Retribusl

pejabat yang ditunjuk aqqjey
dibCfi tugas tertenty
pcmungutan Retribusi,

dleh Pegawai Negeri yang ditunjuk dan
Kepala  Dinas untuk melakukan

Kas Daerah adalah Kag Daerah Kabupaten g
anyumas,
padan adalah sekumpulan

merupakan Kkesatuan, bajj
idak  melakukan usahg

orang  dan/atau  modal yang
melakukan wusaha maupun yang

yang  meliputj Perseroan T
. erbatas,
perseroan Komanditer dan perseroqy, lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), Badan Usaha Milix pagrgy,
(BUMD) dengan d
bentuk . g nama dan
dalamkum ar; aIf:apun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Perse. ; .S o erkum- .Pulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisast Sosial  Politik  atay Organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya, termasyk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informas;j dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, Suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik,
radio, atau sistem elektromagnetik lainya.

Yang

Penyelenggaran Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.

Menara telekomunikasi, adalah bangunan untuk kepentingan
dmum  yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang
Merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung
yang dipergunakan untuk Kkepentingan umum yang struktur
ﬁsiknya dapat berupa rangka dimana fungsi, desain dan
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjangan menempatkan

Perangkat telekomunikasi.

Pemilik Menara adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang memiliki

mt'na_ra telekomunikaSi yang digunakan dalam pCHYCICnggaraan

tellEl'iflrnl.milncalsi.

no
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19.

20.

21,

n,

3,

B o

; stribusi
Wa\!“’ Retribusi  adalal orang  pribadi atau Badan yang

ketentu
,enurut . uan - sebagaimang diatur dalam Peraturan Dacrah
gabupaten :l)l,]yl[:mlim Nomor 19 apyn 2011 tentang Retribusi
umum Di Kabupate
Jasd N Banyumas diwalii akukan
,embayaran Retribusi. diwajibkan untuk mel
‘ )

Hari adalah hari kerja,

pemungutan nd;\lnh suatu  rangkaian  keglatan mulai dari
i an :

pcnghlmpun . .ala objek  dan subjek retribusi, penentuan

bcsamyﬂ I'l.. \-'151 .lcrulung, sampai kcgiatan penagihan ref_ribusi

kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

patas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari
pemerintah Dacrah.

surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi  yang
menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena
jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi

terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah,yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.
serangkaian  kegiatan menghimpun  dan

Pemeriksaaan adalah :
au bukti yang dilaksanakan secara

mengolah data, keterangan, dan/at .
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

(\‘(4
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dan/atau UK twjuan jajy, d

al Ctentua‘rl
P(ir;ltll'l'ﬂn pt?l‘undung~ ik rnngkﬂ el jgnninls s

Undanganp, retribusi daerah.

BAB i

A PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

(M pemungutan Retribusi dilaksanakan ojeh Dinas

INSTANSI PELAKSAN

melaksanakan pemungutan Retribusi

g Pelimpahan sebagian kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini,

BAB 111
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu
Tata cara Pendaftaran
Pasal 3

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang
diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh
Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia
dituyjukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai

berikut:
1. nama pemilik Menara;
2. alamat Pemilik Menara;
3. lokasi menara;
4. tinggi menara;
5. tahun pembuatan/pemasangan menara,
6. beban/beban maksimum menara,
7. jumlah BTS dalam menara.
' - - t:
data/dokumen pendukung sebagai beriku )
1. foto kopi identitas pemilik Menara untuk perorangan dan akta
. foto

badan;
pendirian badan hukum untuk ba

-
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2. dalam hal dikununkun
surat. kuasa gy pe
danri Pemilik Menary;

bukti kepemilikan tanah/syray
surat keterangan lanah darj 1yr
dokumen standar baku konst

kepada orang atau Badan, ditambahkan
anjinn yang dibubuhi meterai secukupnya

2

pPenguasaan tanah;
th/kepala desa;
ruksi menara.

L L I

) pormulir pendaltaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam  Lampiran | Yang mer .
. Upakan i i i dari
peraturan Bupadi inj, P bagian tidak terpisahkan

5 Pormulir beserta kelengkapan doku

). diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk

’ Bagian Kedua
ata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi
Pasal ¢4

|| Pendataan objek dan subjek Retribus;j dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

2 [)alg-un hal d-iper%ukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan
subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi
vang terkait.

3 Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga
yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh

Dinas.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 5
Mesa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun,

Pasal 6

) 8aat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

@) Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

0,6
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BAB v
WILAYAH PEM UNGUTAN
Pasa] 7

wiayah PEmUREULAn Retribusi i paeryy,

BAB v
MUNGuUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Carg Pemungutan
Pasal 8

TATA CARA pg

0 pemungutan retribusi tigay dapat diborongkan

2 pemungutan retribusj dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.

A Bentuk dan format SKRp seba
dalam Lampiran ] yang m
Peraturan Bupati ini.

gaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum
€rupakan bagian tidak terpisahkan dari

BAB viI
CARA MENGHITUNG, TATA CARA PEMBAYARAN
DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Cara Menghitung Retribusi
Pasal 9

Cara perhitungan Retribusi tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 10

) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.

() Retribusi terutang dibayarkan di Dinas.

) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilunasi paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

7
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0 pembayaran Retribusj Sehagaimg

na dimaks , dilakukan
dengan MENRRUNakan form ), 8s maksud pada ayat (3)

RD.,
) pentuk dan format SSRD, ter,
&

N . antum dalam i V. vafie meruiakan
pagian tidak terpisahkan dari ampiran [V yang

Peraturan Bupati ini.

Pasal 1]

ﬂpﬂbila wnggﬂl Jﬂluh tcmpo
pertepatan dengan hari libyr, pem
penkutnya.

sebagaimana tercantum dalam SKRD
bayaran dapat dilakukan pada hari kerja

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran

sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),
Kepala Dinas melakukan teguran,

(2) Teguran sebagaimana dimaksug pada ayat (1),

dilakukan secara
tertulis.

(3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang
dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.

(%) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas
melakukan penagihan.

@) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
menggunakan STRD.

() STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat juga denda

Yang harus dibayarkan.

.
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o penda dihitung  secarn bulanap

A chagaimana dimaksud padg ayat (1),

dan diperhitungkan sejak tanggal
]M“mln tanggal  jatuh
pertepatan dengan hari |j
perikutnya.

lempo Scbagaimana tercantum dalam STRD
bur, » Pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja

" pentuk dan format STRD tercanty

m dalam Lampi ang merupakan
pagian tidak terpisahkan dari perqy mpiran VI yang p

uran Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

0 pengurangan dan keringanan Retribusi

it diberikan dengan melihat
kemampuan Wajib Retribusi.

5 Pengurangan  sebagaimang

2 dimaksud dalam ayat (1), dapat
dilakukan dalam hal

terdapat permohonan dari Wajib Retribusi
mengenai pengurangan besarnya Retribusi

terutang sebagaimana
tercantum dalam SKRD.

() Keringanan dapat  diajukan  oleh Wajib
permohonan untuk membayar
membayar  Retribusi terutang
SKRD.

Retribusi dengan
secara angsuran atas kewajiban
sebagaimana tercantum dalam

#) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemohon telah
membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari seluruh kewajibannya.

(5) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), retribusi diberikan
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 15

) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas
dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan
Pémbebasan.

() Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD
Yang telah ditetapkan.

>
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| 28

onan pengura . il 3
9 PcrmOh ype R tiEaRy, keringanan atau pembebasan Retribus! dalam

jaﬂgk“ waktu  paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal
diterimanya SKRD.

" palam hal permohonan Pengurangan, keringanan atau pembebasan

Retribusi telah lewat jangka waky, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pcﬂnohonan tidak dapat diterima.

o Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.

© Atas permohonan Pengurangan atau keringanan Retribusi,

Kepala ~Dinas  melakukan penilaian
Wajib Retribusi.

terhadap kemampuan

(M Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas

dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan
ditetapkan dalam Keputusan.

(8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga

alasan pengabulan atau penolakannya.
Pasal 16

() Atas permohonan pengurangan, atau pembebasan Retribusi tidak
menunda  Wajib  Retribusi untuk  melaksanakan  kewajiban

pembayarannya.

(2] Atas pemohonan keringana.n, apabila telah dlSCtl.l_]Lll lerhadap sisa

kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.

® Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya
Pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam

Keputusan persetujuan keringanan.

C‘/ 10
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)

11}

(3)

(%)

DAB 1X
KURANG BAYAR

Pasal 21

Terhadap k(‘klll‘llllgun

Pembayaran  retribusi akibat adanya
ketrdakbenaran aay pe

Netapan beuurnya retribusi, dipungut retribusi.

Pungutan retribysi seba ‘
“ePUBAImana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan SKRDKB, sud pada ayat (1)

Pembayaran kckumngnn retribusi dilaksanakan di Dinas.

Atas kekurangan sejumlah pemp

ayaran, dikenakan denda sebesar 2%
(dua persen) per bulan,

Bentuk dan format SKRpkp tercantum dalam Lampiran VIl yang
merupakan bagian t'idakterpiSFJ.lhkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi

dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Dinas.

Untuk mengajukan permohonan

pembayaran retribusi, Wajib Retribusi

pengembalian kelebihan

mengajukan permohonan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas

dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan
diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan

Q*“
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v

' jib
Jalam jnngka  waktu paling lama | (satu) bulan, SKRDLB waj

dllrrllilknn.

Apabile pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi dilakukan

.\‘ F
ewat 2 (dua) bulan makq Kepala Dinas memberikan imbalan bunga

cebesar 2 % (dua Persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribusi,

\ P(.mbayamn kclcbihnn pcmbayaran dan bunga dilaksanakan di Dinas.

A
i

, Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidek terpisahkan darj Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
prsturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto

e T
o] 555 padatangsal g g g oo
| o T . == f

1! / |

i sdda | et BUPATI BANYUMAS,
| |

E‘ o ___,fl'_‘@-__ _‘ri W

' n W“""i 3 i\ ACHMAD HUSEIN

" £g. Dinpuv |

\

Diundangkan di %urwokcrto
Pada Tanggal ..... 8 [.].EC 2013
SEKRETARIS NAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ar
. WAHYU SAPTONO, Msi

!
I
(C_——Embinh Utama Muda J

NIP 19640116 199003 1 009
nrRITA DAERA KABUPATEN BANVUMAS TABUN 20L% RowoR S2,
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LAMPIRAN |

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG ARA
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA € AN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDAL!

MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PUIWOKETTO, .voessoesmessssses 2t 7 288777000
Kepada Yth.
Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyum;ls

ini kami mengajukan permohonan sebagai wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas!

Dengan . S
Keterangan sebagai berikut :
Jengdn

O G B LN e s e —

-
(=]

Pemilik Menara
amat Pemilik Menara
Alamat Menara .
n-ns;i:{l:::r? : perkotaan /pedesaan )*
Jumlah Pengguna Menara/ jm| BTS .
Tahun Pembuatan Menara
Maksimum menara
Longittude / Latittude
Tanggal dan Nomor IMB

;i bahan pertimbangan kami lampirkan :

1
b

(A
i
&

foro kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan; ‘
delam hal dikuasakan kepada orang ateu Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi
meterai secukupnya dari Pemilk menara;

Bukti Kepemilikan tanah / surat penguasaan tanah;

surat keterangan tanah dari Lurah / Kepala Desa;

dokumen standar baku konstruksi menara.

J* coret yang udak perlu

Pemohon

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 g pEc 2013

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNQUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT

SURAT KETETAPAN RETRIBUS] DAERAH (SKRD)

.-': .‘_ CA L. 5
Ifuhhmw“,' KABUPATEN SKRD Nomor Urut :
BANYUMAS (Surat K ibusi
. etetapan Retribusi
PINHUBKOMINFO Daerah)
f Margantara Tanjung
" No. 460 Purwokerto Tahun: .........
NamA
aumal
NOMOR JENIS RETRIBUSI DAERAH JUMLAH
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUN"IKAS[
Lokasi: .. ...
Periode: Tahun .............
Jumlah Ketetapan Pokok Rp.
Retribusi
; Jumlah Sanksij Rp.

Jumlah Keseluruhan Rp.

@mf ’

| PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan,;
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD
diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap

bulan.

Purwokerto , ........c.oocoeeeecvennnnn, 20..
An.Kepala DINHUBKOMINFOKabupaten Banyumas
Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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LAMPIRAN 1y

P

NEP:AAS‘ERAN BUPATI BANYUMAS

e :AHUN 2013 TENTANG

PEMUNGUTAELAKSANMN PENGENDALIAN

EaMe TELN RETRIBUSI PENGENDALIAN
EKOMUNIKASI

| UTATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

perhitungan atau _ penilaian  besaran  retribusi menara diukur dengan
p cmpcnimbangkan tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi pengawasan dan
?mgendﬂ-“an menaa t.elekomunikasi termasuk pemberian layanan jasa keamanan
stas menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi adalah
yjai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan
gangunan Menara Telekomunikasi dikalikan prosentase paling banyak sebesar 2%
dua perseratus).

yilai Koefisien tersebut adalah:

Nilai koefisien perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :
a. Berdasarkan Kawasan Penempatan/ Lokasi Menara.

1.

KAWASAN PENEMPATAN (LM) NILAI (%)
}T{awasan Perkotaan 1,60
Kawasan Pedesaan 0,80
b. Berdasarkan Penggunaan Menara.
PENGGUNAAN MENARA (PM) NILAI (%) |
< 3 Operator Telekomunikasi 2,00
= 3 Operator Telekomunikasi 0,50
¢. Berdasarkan Ketinggian Menara
0,
KETINGGIAN MENARA (KM) NILAI (%)
0,75
6,01 meter —34,99 meter :
35 meter — 69,99 meter 5
Di atas 70 meter

2. Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Menara Telekomunikasi
BESARNYA

TELEKOMUNIKASI NJOP
MENARA (Rp)

NO | KELOMPOK RETRIBUSI MENARA

Tclckomunjkasi Untuk Usaha Jasa

I. | KELOMPOK - A : Menara
Telekomunikasi Seluler 450.000.000

"'!—-._‘_‘_ s
A-1 Ketinggian 70 meter K€ ata 300.000.000

F‘“‘_-v"/'/
A-2 Ketinggian 35 meter 5.d 69,99 meter 150.000.000
~— s.d 34,99 meter
| A-3 Ketinggian 6,01 meter S
(}:’
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i KELOMPOK -y e N
Menara Radio/Tele ) - T ]
ﬁ-lrkomunikuii sﬂ‘::::“"ﬂ I)Ilwrmmnknn Untuk Usaha Jasa
Ii n-1 hrli"ﬁ"l_n_l'_".‘h 7_[)-];‘%‘";;‘-‘“!“!?(511“" e ———
|I “Z'JAKPJ")E“E 9_5‘@Im'63ﬁ)‘|ﬁ;ro;—' 400.000.000
| Ketingsian 6,01 meter w1 37 s 00006505 |
T L — Al
| Menam Lainnya yvan
1 T\-Irkomunikn:i ;,clu‘:olrnmrmm“k“n Untuk Usaha Jasa
+ €1 Ketinggian 70 meter i ims
: _ :_(‘_3 Ketinggian 6,01 meter 8.d 34,99 meter 50:000:000

Contoh Perhitungan/penilaian besaran retribusi menara bersama :

Pendirian Menara Telekomunikasi dengan ketinggian 72 m dipergunakan oleh 2
(dua) penyelenggara / operator telekomunikasi dan berada di wilayah kawasan
perkotaan, maka formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

Kocfisien Wilayah Perkotaan (LM): 1,6
Jumlah pengguna menara 2 operator (PM): 2
Tinggi Menara (KM): 72 meter
NJOP Menara Kelompok A dengan ketinggian di ats 70 meter: Rp 450.000,-
Rumus Perhitungan Menara=
LM + PM + KM) % x NJOP sebagai dasar perhitungan PBB Menara
3
(16+2+1,50):3)x 100% = 1,7%
tanf retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1,7% x Rp.
$30.000.000,- = Rp. 7.650.000,- / tahun
Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pertahun = Rp. 7.650.000,00 (tujuh
Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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¥ o

farap diterima uang sebesar TRp.
- ey T ——

|
| keterangan

pen

LAMPIRAN 1v

PERATURAN BU PATI BANYUMAS

NOMOR

TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
S 1
URAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINT
SURAT SETO

AH KABUPATEN BANYUMAS
RAN RETRIBUS] DAERAH (SSRD)

.............
.....................

an rincian sebagai berikut:

Kode Rekening

..............................

No.STS

..........................

[ No Uraian Jumlah
‘ Rincian (Rp.)

| Obyek
J—

|

JUMLAH

h

=

' Petunjuk Pengisian
8

Formulir ini digunakan untuk penyetoran
PENDAPATAN.

Satu lembar STS agar disertai satu lembar slip
sctoran bank.

No. STS agar diisi sesuai dengan tata cara

penomoran di SKPD Tanda TANEAN | cassnannsitaatasiaisss
\|d._Kode rekening agar diisi lengkap, dengan format: | Mengetahui
'jxx |xx |00 |00 |x x X XX |Xx |  INEER @ psiasinssisiiminnitinieisseis
i x
‘ Kode Kode Kode Akun Tanda TANEAN @ .ccooeiniiiricererrere v s rrneeraens
/|| SKPD (5 | Kegiatan Pendapatan Lengkap
(L digi) | (4 Digit) (7 digit)

Uang tersebutditerima bank
pada tanggal ........ccc.ceecunnnee
(Lampirkan slip setoran bank)
Diselor oleh :

n

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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Nomor
merihal
Lamap-

LAMPIRAN v
PERAT
RATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR

T

pAIIUN 2013 TENTANG PETUNJUK

I’ELAKSANAAN DAN TATA CARA

’ JVIUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
ENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PE
usl PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PUTWOKETL0, .....ccccvirerirvnnennsmmnnncassasrnnsssns
Kepada Yth.
Teguran

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai
dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai
dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi
tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari
kerja segera setelah diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

...........................................

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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::‘\'::ELUIMN l.lUl’ATl BANYUMAS NOMOR :
Plcmkqmla FTENTANG PETUNJUK
I’EMU|; ANAAN DAN TATA CARA

QUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

RENTUK DAN FORM
AT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

— — ﬁ(l,‘.".'ﬂ“"ﬂlkun.
sama Pemiik Menara B LTI TR TRV IO ssessssssesrnnsiai)
aamat Pemibik Menara
wlsmal Menam

]
o hawasan Penempatan Menarm (LM) :
. pengunaan Menara (PM) * perkotoan /pedesaan )*
. wemgman Menara (KM) :
+» NP
& Tahun
— :
I ] l‘.RII[TUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH

ge-bom Pengendaban Menara Telekomunikasi = (LM + PM + KM] % x NJOP
L.___ ] % x

3

.+ - T
Rp:vommnnmmssrcassiim
Dengan Huruf :

“hemds Retribusi ©

Buter | R

puan 11 Rg:

goen LI Rp.

e TV Rp.

Bulan V Rp.

ICTERANGAN :

Jrmican hrmuhr diisi dcngap §ebenar-bcnarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan
wrwz;ben pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang
L

An. Kepala DINHUBKOMINFQ Kab. Banyumas
Bendahara Penerima

..............................

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPAT] BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT

QURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

—NTAH KABUPATEN
'/”’m.'mmNYUM AS
pmuuuxoulﬂm
I, Margantara Tanjung
No. 460 Purwokerto

) SKRDKD
(Surat Ketetapan Retribusi Daeranh Kurang Bayar )

I

Nomor Urut *

wama
e
e e
. ——NOMOR JENIS RETRIBUSI DAERAH JUMLAH
L= KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
Periode :Tahun...........
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Rp.
Dibayar U S
Jumlah Kekurangan Retribusi Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.
Dengan Huruf :
PERHATIAN :
akan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

|. Harap penyctoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggun
Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purw

2 Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar
sanksi administrasi

okerto No. Rek. ............
lewat waktu paling lama 30 h
denda berupa bunga

Purwokerto, ........coeeemmeneees

ari setelah SKRDKB diterima
sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

20...

An. Kepala DinhubkominfoKabupaten Banyumas

Bendahara Penerima

Ditetapkan

di Purwokerto

pada tanggal

BUPATL.BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN
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T R PR N T A ?'ﬁf‘i

LAMPIRAN vy
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

' BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

SURAT KETETAPAN RETRIDUSI DAERAN LEDBIH BAYAR

— MERINTAH RABUPATEN BANYUNAS ]

; CUSKRDLD Nemor Urut :
BTEUSE—— (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar )
J1 Margantara Tanjung Tahon
No. 460 Purwokerto T
l-—"—’-_
\ama
glwmnat
namor Olnek Prgak (MBI
] JENIS RETRIBUSI DAERAT JUMLAH
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Lokasa
Penode :Tahun ...
{ Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar Rp.
Jumlah Kelebihan Rp.
Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.
Dengan Horuf :
PERHATIAN -

Apabiils SKRDLB 1ni ndak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan
snks admenustras denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
Bendahara Penerima

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

—

ACHMAD HUSEIN
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